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Kisah sukses negara yang mampu bangkit dari
keterpurukan akibat korupsi umumnya dimulai dari
komitmen rakyat dan pemimpinnya yang kemudian

diturunkan dalam bentuk kebijakan. Selain dalam
bentuk undang-undang, komitmen juga diwujudkan
dalam pembentukan lembaga kerja khusus yang bersifat
independen dan bertugas spesifik untuk memberantas

korupsi.

Kinerja Lembaga Pemberantasan korupsi biasanya
paralel dengan dukungan politik dari kekuasaan. Bila
defisit dukungan politik dari Presiden serta menguatnya
serangan politik membuat lembaga anti korupsi ini
berada di dalam kondisi darurat.
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PRAKATA

akta sejarah memaparkan bahwa korupsi
Fmenjangkiti Indonesia sejak masa feodal- kolonial

bahkan sejak era sebelumnya. Hal ini
menggambarkan bahwa isu korupsi menjadi salah satu
isu abadi yang sudah lama menghantui tanah air kita.
Sehingga diyakini oleh sebagian orang sebagai warisan.
Sekarang, bukan saja dampaknya yang masif tetapi
modusnya semakin canggih, semakin tersistematis dan
aktornya sudah berganti generasi atau telah terjadi
regenerasi koruptor.

Sampai dengan usia ke-75 pada tahun 2020, Indonesia
telah dipimpin oleh Tujuh Orang putra-putri terbaik
Bangsa, Presiden Republik Indonesia, sebagai Kepala
Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Sebagai
Presiden, tentulah tidak tinggal diam. Masing-masing
Presiden mempunyai komitmen untuk memberantas
korupsi di Indonesia. Komitmen itu ditunjukkan berupa
kebl]akan hukum dalam bentuk diterbitkannya berbagai
peraturan dan badan anti korupsi yang dibentuk pada
lasing era kepemimpinan.

gambaran di atas, dimulailah suatu
‘sejak tahun 2014, kemudian mulai
engoleksian data sebagai bahan penelitian
akan tipe fenomenologi-historis dan

iii
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BAB |
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

isah sukses negara yang mampu bangkit dari
keterpurukan akibat korupsi, pada umumnya
dimulai dari komitmen rakyat dan
pimpinannya yang kemudian diturunkan dalam
berbagai kebijakan. Selain dalam bentuk perundangan
juga diwujudkan dalam pembentukan lembaga kerja
khusus yang bersifat independen dan berfungsi spesifik
untuk memberantas korupsi. Pada awal terbentuknva
aca ini lebih dikarenakan lembaga penegak hukum

<te

ada tidak mampu lagi menjalankan fungsinya

semberantas korupsi.?!

aja pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi
i Indonesia syarat dengan dibentuk, setidaknya
ada dua penegak hukum konvensional yaitu
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Pope tersebut pernah dialami oleh Indonesia pada saat
KPK belum dibentuk. Pelbagai komisi khusus dibentuk
seperti Komisi Anti Korupsi (1967), Tim Operasi
Ketertiban/OPSTIB (1977), Komisi Pengawas Kekayaan
Pejabat Negara/KPKPN (1999) hingga Tim Galwu;man
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/ TGPTPK (2000).
Oce Madrill®l melanjutkan pada saat yang sama, secara
umum lembaga tersebut gagal karena tidak menyentuh
inti korupsi. Penyebabnya mulai dari independensi yang
rendah hingga kewenangan kecil. Alhasil, tidak ada
perubahan signifikan dan prestasi yang luar biasa yang
berhasil ditorehkan dari lembaga tersebut.

Oce Madril®! berpendapat bahwa pasca reformasi,
kebijakan hukum anti korupsi dibingkai oleh semangat
demokratisasi. Kebijakan anti korupsi mengarah pada
upaya pembenahan tata kelola pemerintah. Lembaga-
lembaga anti korupsi pada era reformasi menggambar-

kan empat pola yaitu:

na, lembaga yang dibentuk atas dasar hukum
, pola kedua, lembaga yang dibentuk dengan
um yang kuat tetapi peran dan wewenangnya
1 ketign, lembaga dengan dasar hukum yang
pi dengan peran dan kewenangan yang kuat,
t, lembaga dengan dasar hukum yang lemah
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_ERA PRESIDEN SOEHARTG

AT 1967 - 21 MEI 1998)

g’ Soehal‘tO;

iir;if;g;m Bangsa Indonesia

selama tiga Jekade. Pada awal

Orde Bard masalah bangsa

yang dihadapi adalah:

o Kiisis ckonomi  berupa
hiper inflasi yang

mencapai 635%- Salah satu
vitamin untuk mengobati

perekonomian ketika itu

adalah dengan
bergabungnya kembali
Indonesia dengan

International Monetary Fund (IMF) suatu Lembaga
Pemberi Utang sejak tahun 1967. Setelah
sebelumnya pada Era Presiden Soekarno mencabu
kea.ng.gotaan dari IMF dengan alasan politik.
* Peristiwa G30S/PK] mengawali perjalanan Orde
Konc.iisi politik yang buruk dan pemulihan
: jadi fokus. Dengan kondisi hiper inflasi
tkan .harga barang-barang meningka!
batkan  banyak  menimbulk”
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ASl: PERJUANGAN
KORUPSI MASIH TE

en B.J. Habibie

Presid
- 98 - 20 Oktober 1999)

(21 Mei 19

problem utama yang

dihadapi oleh Presiden
4 Orde Reformasi ini
ancaman

pad
adalah
disintegrasi negara serta
meningkatnya angka
kemiskinan dan meng-
guritanya korupsi. Pada
saat ini tingkat korupsi
Indonesia sudah sangat

buruk. Surver Trans-

paransi Internasional

menunjukkan bahwa indeks persepsi kurpi pada

tahun 1998 menempatkan Indonesia di urutan 80
. dari 85 negara. Sedangkan Political and Economic
] Consultancy dari Hong Kong menempatkan
onesia sebagai Negara terkorup di Asia.
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3.4. Era Presiden Susile Bambang Yudhoyono
(20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2014)
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» Joko Widedo

preside
r 2014 - 20 Oktober 2019)

3.5. Era
(20 Oktobe

awal masa

Pada
emerintahannya, tahun

2014 lalu Presiden Joko
widodo menyatakan
akan masif
dalam  pemberantasan
korupsi. Presiden Joko
Widodo telah menerbit-

kan beberapa kebijakan |
berpengaruh

semakin

yaus
terhadap pemberantasan

korupsi,®l antara lain:
(1) Presiden Joko Widodo menandatangani Inpres
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Fokus Inpres ini pada pencegahan tindak
pidana korupsi dan penegakan hukum di

bidang pemberantasan korupsi.

Menolak rencana Revisi PP Nomor 99 Tahun

2012 tentang Syarat dan tatacara Pelaksanaan
| H-ak Warga Binaan Pemasyarakatan dari
sejumlah Anggota DPR-RI terkait pengetatan

pemberian pemotongan hukuman,
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pembebasan bersyarat, dan hak-hak lain bagi
narapidana korupsi, narkotika, dan terorisme.

Menandatangani Perpres Nomor 54 Tahun
2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi. Perpres ini mengamanatkan pemben-
tukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Tim
bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan
strategis nasional pemberantasan korupsi
sekaligus menyampaikan laporan kepada
Presiden. Perpres ini fokus pada tiga bidang
yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan
negara dan penegakan hukum, dan reformasi
birokrasi. Karena ketiga bidang tersebut

merupakan sektor yang rawan korupsi.

Menunda Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (RUU KUHP) atas usulan
DPR-RI. Adanya delik-delik pidana korupsi
dalam RUU KUHP bisa membuat KPK tidak
berfungsi dan melemah.

Menerbitkan PP Nomor 43 Tahun 2018
tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan
dalam  Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Uniknya, pada Pasal
17 ayat (10) menyebutkan, memberikan peng-
hargaan  berupa premi, besaran premi
diberikan sebesar dua permil dari jumlah

47
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kerugian negara yang da
pat
kepada negara. dlkembalikan

Dari segi kebijakan, menuryt Donal gy, :
I1z110)

Untuk
ESiden

bijakan
anti korupsi Era Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Joko Widodo minim inisiatif
mengembangkan kebijakan anti korupsi, py
Joko Widodo hanya melanjutkan paket ke

Presiden Joko Widodo juga menggunakan platform
program anti korupsi pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono. Pola kebijakannya
sama yaitu menggunakan Inpres Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan,

Donal Farizl!9 melanjutkan dalam pemerintahan
Presiden Joko Widodo periode pertama, publik
melihat program pemberantasan dan pencegahan
korupsi lebih cenderung ditujukan untuk

menopang arus utama kepentingan pemerintah di

_ bidang perizinan dan pembangunan. Alhasil,
bentuklah Saber Pungli (sapu bersih pungutan
ai bentuk petty
san  publik.

. menghajar berbay;

orti pada
, skala
jug

elola
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BAB IV
PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari naratif hasil penelitian di atas, tampak bahwa
Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi
tidak genuine atau tidak orisinal, karena:

L. Dipengaruhi oleh politicall will Presiden dalam
menggerakkan sumber daya negara untuk
memberantas korupsi itu sendiri. Pemberantasan
kort pSl se]atmya terletak pada political will atau
" 7ang  kuat (strong commitment) dari

apsi di Indonesi
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